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BUPATILAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi melaksanakan ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang
Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Stan@ar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakgran Dacrgh
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Da}sar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provm:sx
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklat.ur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20?1
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset
dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 — 2850
Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi. Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 15);
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22. Peraturzn Daerzh Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerzh Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerzh Kabupaten Lampung Selatan Tzhun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Dazerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023 Nomor 35);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-20209.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

ol o I o

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yan

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnva
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

g selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.



BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, keglati?u 222
subkegiatan pembangunan dalam ran.gka. pelaksanaan )
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Dacrah.

(3) Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah

dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan
rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

BABIII : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BABYV : PENUTUP

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan dan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perem
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

D%nas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
D}nas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu:
Dinas Kepemudaan dan Olahraga; ’
Dinas Perpustakaan

Dinas Perikanan;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

puan dan Perlindungan Anak;

dan Kearsipan;
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y. l?!l](il!% Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan:
z.  Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; '
an. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

bb. Sckretariat Ducrhh; ,

(:lc. Sckretariat DPRD;

dd.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
ce.  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dacrah;
ff. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah;
g2g. Badan Kepegawaian dan Diklat;
hh Badan Risct dan Inovasi Dacrah;

n.  Inspcktorat;
JJ.  Kecamatan Natar;
kk.

Kecamatan Tanjung Bintang;
ll.  Kecamatan Kalianda;
mm. Kecamatan Sidomulyo;
nn. Kecamatan Katibung;

Kecamatan Penengahan;

pp. Kecamatan Palas;

qq. Kecamatan Jati Agung;

rr. Kecamatan Ketapang;

ss. Kecamatan Sragi;

tt. Kecamatan Rajabasa;

uu. Kecamatan Candipuro;
Kecamatan Merbau Matararm;

ww. Kecamatan Bakauheni;

xx. Kecamatan Tanjung Sari;

yy. Kecamatan Way Sulan;

zz. Kecamatan Way Panji; dan

aaa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

evaluasi
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1) Perubahan Renstra Perangkat dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana

pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan

apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga)
tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat _(1) huruf c,
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,

konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan
rancangan RKPD pada tahun selanjutnya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

ia tanggal diundangkan.

intahkan pcnp,undnngnn Peraturan
aten Lampung

Berita Daerah Kabup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pac
uinya, memer

Agar sctiap orang mengetah
annya dalam

Bupati ini dengan penempat
Sclatan.

Ditetapkan di Kalianda
tember 2025

pada tanggal 18
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
2025

pada tanggal g Sep’u:mber*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 326



